BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 4{ TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

. Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan anggaran Belanja Tidak
Terduga untuk mendanai keadaan darurat termasuk
keperluan mendesak, serta pengembalian atas kelebihan
pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun
sebelumnya, sesuai ketentuan Pasal 68 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Nomor 33
Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahum Anggaran 2020,
telah ditetapkan pedoman penganggaran, pelaksanaan
dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga Tahun
Anggaran 2020 dengan Peraturan Bupati Nomor 17
Tahun 2020;

b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan dampak
. pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di
Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di
Lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk
Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dipandang
perlu meninjau kembali dan melakukan perubahan
Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Tahun
Anggaran 2020;



Mengingat

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Tahun
Anggaran 2020.

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3455},

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang

Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengeloaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



8.

10.

11.

349,

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan  Pengelolaan Bantuan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5658);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi, dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
581);

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor
9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun
2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017
Nomor 2);



16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor
7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran
2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Tahun 2019 Nomor 7);

17. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 80 Tahun
2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Tahun 2020 Nomor 80), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati
Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketujuh
Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun
2020 Nomor 44);

18. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun
2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Tahun 2020 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING
ULU NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN

BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Ogan
Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja
Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020, diubah sebagai berikut
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Ogan Komering Ulu.



10.

11.

12,

13.

Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada
pemerintah kabupaten selaku pengguna anggaran.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya  disingkat SKPKD adalah unsur
penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah
daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan
daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai bendahara umum daerah.

Pengguna Anggaran adalah pemegang kewenangan
pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas
pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BUD adalah PPKD yang  Dbertindak dalam
kapasitasnya sebagai Bendahara Umum Daerah.

Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten

~ Ogan Komering Ulu.

Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya
disebut BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya
disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.



14.

15.

16.

L.

18.

Belanja  Tidak Terduga adalah  merupakan
pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk
keadaan darurat termasuk keperluan mendesak
serta pengembalian atas kelebihan penerimaan
daerah tahun-tahun sebelumnya.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa
yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan
penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh
faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor
manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban
jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta
benda, dan dampak psikologis.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau  serangkaian  peristiwa yang
disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa
bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan,
angin topan, dan tanah longsor.

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan
oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang
diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial
antar kelompok atau antar komunitas masyarakat,
dan teror.

Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut
COVID-19 adalah Penyakit menular yang disebabkan
oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona
Virus Virus-2.

Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan Pasal 17A,
sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 17A

Belanja yang diperuntukkan untuk keadaan darurat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a juga
berkenaan dengan antisipasi, penanganan dan -
dampak penularan pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19), meliputi :

a. penanganan kesehatan;
b. penanganan dampak ekonomi

c. penyediaan jaring pengaman sosial/ social safety
net dalam bentuk uang dan/atau barang;

Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) sebagaimana
dimaksud ayat (1) diajukan oleh SKPD yang secara
fungsional terkait.



(3) Pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) untuk
membiaya kebutuhan darurat sebagaimana dimaksud
ayat (1) terlebih dahulu dikoordinasikan dengan gugus
tugas Pemerintah Daerah.

Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 19 disisipkan 3 (tiga)
ayat baru yakni ayat (2a), ayat (2b) dan ayat (2c),
sehingga ketentuan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1) SKPD penerima bertanggungjawab secara fisik dan
keuangan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga

dan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan kepada Bupati
melalui PPKD.

(2) Penggunaan dana keadaan darurat dicatat pada
buku kas umum tersendiri oleh bendahara
pengeluaran BPBD.

(2a) Penggunaan dana keadaan darurat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pasal 17A dicatat pada buku
kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran
perangkat daerah yang mengajukan Rencana
Kebutuhan Belanja (RKB).

(2b) SKPD secara fungsional terkait yang mengajukan
Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) bertanggungjawab
secara formal dan material terhadap belanja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 17A.

(2c) Dalam hal terdapat usulan Rencana Kebutuhan
Belanja (RKB) baru sesuai rencana penanganan
COVID-19 oleh Perangkat Daerah terkait dapat
diajukan kembali tanpa menunggu
pertanggungjawaban Rencana Kebutuhan Belanja
(RKB) sebelumnya selesai.

(3) Dana keadaan darurat yang tidak digunakan sampai
berakhirnya keadaan darurat disetorkan kembali
ke kas daerah.

(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam bentuk laporan keuangan dan laporan
kinerja, paling lama 1 (satu) bulan sejak selesainya
pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.



Pasal Il
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja_
ada tanggal, 27 Juli 2020 -
/Z];UPATI OGAN KOMERING VLU, \3,

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal,

SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN
OGA

CHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2020 NOMOR 4b
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